BABYV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan asal usul anak zina
sebagai anak biologis dalam Penetapan tersebut. Hakim tidak hanya
berpegang pada aturan lama yang hanya mengakui hubungan anak luar
nikah dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hakim juga
mempertimbangkan perkembangan hukum setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menjadikan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya sebagai ta’zir
bagi ayah biologis terhadap anaknya.

2. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 dan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam
Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg ini menunjukkan adanya
upaya untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam. Putusan
Mahkamah Konstitusi menjadi dasar adanya hubungan perdata antara
anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan ayahnya
berdasarkan pembuktian ilmiah. Sedangkan Fatwa MUI menegaskan
bahwa tidak ada hubungan nasab, tetapi tetap ada tanggung jawab ayah
biologis terhadap anaknya, seperti memenuhi kebutuhan hidup. Jadi,
antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI sama-sama
menekankan untuk melindungi hak-hak anak, meskipun dari objek
perkara antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Penetapan
Pengadilan Agama memiliki perbedaan latar belakang, yaitu nikah siri

dan hubungan zina.
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5.2. Saran
Dari kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran
yang diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam menangani perkara
Penetapan Asal Usul Anak agar tetap mempertimbangkan
keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam. Landasan
hukum seperti ini perlu ditingkatkan supaya anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah tetap mendapatkan jaminan kebutuhan hidup dan
keadilan.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa setiap anak
memiliki hak yang harus dilindungi, baik itu anak sah maupun anak
diluar perkawinan yang sah. oleh karena itu, diperlukan adanya
kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan tanggapan negatif
terhadap anak luar kawin serta mendukung hak-haknya selagi tidak
bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

3. Bagi Kantor Urusan Agama, disarankan Kantor Urusan Agama melihat
di dalam menetapkan wali nikah bagi anak tersebut ketika akan
melangsungkan pernikahan tidak hanya bertanya kepada para
Pemohon sebagai orang tua siapa walinya, tetapi juga meneliti
dokumen-dokumen penting yang terkait dengan anak tersebut.

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melihat bagaimana penerapannya oleh
Kantor Urusan Agama dalam menetapkan wali nikah bagi anak
tersebut. Disarankan pula untuk mengkaji lebih dalam mengenai
hukum positif dan hukum Islam terkait Penetapan Asal Usul Anak baik
itu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah dan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan
Perlakuan Terhadapnya dalam praktik peradilan, khususnya yang
berkaitan dengan status anak dan hukum keluarga Islam, agar

diperoleh pemahaman yang lebih luas.
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